KEPALA BADAN KODRDINASI PEMANAMAN MODAL
REPUBLIK INDCNESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANC
SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KODRDINAS! PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 25 ayat (1)
Peraturan Fresiden Nomor 97 Tabun 2014 ientang
Penyelenpggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

bh. bahwa dalam Tangka menyempurnakan ketentuan
Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  guna  mendukung
penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan i bidang
penanaman modal secara elektronik;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huraf a dan huruf b, perln menetapkan Peraturan
Kepala Badan Koordinas: Penanaman Madal tentang Sistem
Pelayanan Informasi dan Perminan [nvestasi Sccara
Elekironilk;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 lentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor |
Tahun 2000 tentang Kewasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran
MNepara Republik Indongsia Tahun 2000 Nomeor 231,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 44 Taohun 2007 (Lembaran Negara HRepubiik
Indonesis Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4775

2. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelsbuhan Bebas Sabang Menjadi  Undang-Undung
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
252, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4054

3. Undang-Undang...
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Undang-Undarg Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor S8 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republikc
Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S038);

Undang-Undang Nomor 3% Tahun 2009 lentang Kawasan
Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 147, Tembahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Momor S066);

Undang-Undang Nomoer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagiin  Urasan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Peémerintah Nomor 46 Tahon 2007 lcnthig
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelaububan Bebas Batam
{Lembaran Nepara Republik Indonesia Tabuon 2007 Nomor
107, Tambaban Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 4757) sebagaimang telah diubah dengan Peraturan
Pemermmtah Nomor 5 Tehun 2011 {Lembaran Negarn
Republid Indonesia Tehun 2011 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5195);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tehun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4758);

L2 Peraturan...
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Peraturan Pemerintah NMomor 48 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 109, Tambahsin Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4759);

Peraturan Pemermiah Memor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran
Negara Rapublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2186);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektromk
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomaor
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);

Peraturan  Pemerintah Momor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Repuhblik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 20014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sata Fintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Insiruks: Presiden Momor 3 Tahun 2003 tentang Kebygakan
dan Strategi Nasional Pembangunan E-Government;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pengendalian Pelakzanaan Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Momor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal
sebapgamimana telah dinbah dengan Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;

Peraturan Keprla Badan Koordmasi Penanaman Maoilal
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang
Pemberan ban Promsip Penanaman Modal Kepada Ecopala
Badan Pengusshaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bcechas Batam, Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintlan
Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala badan Penpuszha
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuban Bebas
Karirmiir;

21, Peraturan...
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21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang
Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal
Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Hebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala
badan Penpusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Kanimun;

22, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang
Pemberian lzin Prinsip Penanaman Modal Kepada Dewan
Kawasan Sabang;

23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Pensnaman Modal
Momor 11 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang
Pemberian lzin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal
Kepada Dewan Kawasan Sabang;

24 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang
Pembenan ban Pninsip Penanaman Modal Kepada Kepala
Adminiatrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei:

25, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang
Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal
Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei

Mangkes:;

MIEMLUITLIS AN

: PEEATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL TENTANG SISTEM. PELAYANAN INFORMAS| DAN
PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK.

BaR |
EETEMTLAN TIMLUIM
Fasn] 1
Datam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah sepala bentuk kegiatan meénanam
modal, baik oleh penanem modal dalam neger maupun
penanam modal asing, nuntuk melakulan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia.

2, Penanaman...
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Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal
untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia yang dilakuken oleh penanam modal asing, baik
yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam
modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Repuhblik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri
dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha
yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Perizinan adalah sepala bentuk persetujuan untuk
melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh
Pemerintah  dan  pemerintah  daerah yang memiliki
kewenangan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan,
fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal,
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Kematan Penanaman Modal, yang sclanjuinyu
disingkat LKPM, adalah laporan berkala mengenai
perkembangan  kegiatan perusahasn dan kendala yang
dihadapi penanam modal,

Badan Keordinasi Penanaman Modal, vang selanjutnya
disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerntah  Non
kemenleran yang bertanggung jawab di bidang penanaman
modal, yang dipimpin oleh seorang kepala vang bertanggung

Jawab langsung kepada Presiden.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Provinsi
adalah penyelengpara PTEP oleh pemerintah Provins,

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Fintu Kabupaten/Kota yang selanjuinya disingkat BPMEPTSP
Kabupaten/Kota adalah  penyelenpgara PTSP oich
pemerintah Kabupnten/ Kota:

kementenian adalah lembaga yang dipimpin oleh scorang
mentert yang memiliki kewenangan untuk memberikan
pelayanan perizman dan nonperizinan bagl penanam modal.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat
PTSP adalah pelayanan secara lerintegrasi dalem satu
kesatuan proses. dimular dan tahap permohonan sampai
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu
pini.

13. Sistem.



13

4.

15,

7

18,

19,

20

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah
Sistem  pelayanan Perizinan dan  Nonperizinan yang
terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan
Perizinan dan Nenperizinan dengan pemerintah daerah.

Pusat Pengolahan Data dan Informasi BKPM yang
selanjutnya disingkat Pusdatin BKPM adalah unit yang
bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKPM dan
bertugas melaksanakan pengolahan sistem  informasi
Penanaman Modal, pengelolaan data, pelaporan dan
penyajian informasi penanaman modal,

Jejak Audit adalah rekam jejak seluruh tahap proses yang
dilakukan baik dalam satu instansi atau lembaga maupun
antarlembaga, untuk menjaga keabsahan hasil proses
secara hukum, serta melengkapi semua jejak kejadian dan
pertangpunpgiawaban atas sctiap penyimpangan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pemberi layanan perizinan

-Hak akacs adalah hak yvang diberikan oleh Pusdatin BKPM

kepada pengeuna SPIPISE yang telah memiliki identitas
pengguna dan kode akses untuk mengpunakan SPIPISE.

Penyelenggsara PTSP adalah Pemerintah, pemerntah dasrah,
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi
Khusus,

Pengguna Layanan adalah masyarakat yang mengeunakan
SPIPISE,

Akun pengguna (user account] adalah tempat menyimpan
berbagai mnformasi milik pengguna yang disimpan dalam
SPIPISE minimal mencakup identitas pengguna dan kode
akses,

Sistem  elektronik  adalob  serangkaian  perangkat dan
prosedur elektronik  yang  berfungsi  mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalizsis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyvebarkan informasi clektronik.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan  ind dimaksudkan untuk mengaiur  pemanfastan
teknologi sistem informasi dalam rangka peloyanan informast
terkail penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal,

Pa=al 3...



Pasal 3

SHIPISE bertujuan untuk mewujudkan:

a.
b,
o
.

= F
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(2]

(3

penyelenggaraan pelayanan informasi di bidang penanaman
modal;

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di
bidang penanaman modal secara elektronik;

pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman
modal yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan ekuntabel;
imtegrasi  informasi  data  pelayanan  perizinan  dan
nonperizinan di bidang penanaman modal: dan

kesclarasan  kebijakan dalam pelayanan  perizinan  dan
nonperizinan  Penanaman  Modal antarsektor dan pusat
dengan daerah,

BaAR
RUANG LINGKUP SPIPISE

Pazal 4
SPIPISE terdin dari:
@, Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Maodal;
b, Subsistem  Pelayanan Perizinan  dan  Nonperizinan
Penanaman Modal;
c. Subsistern Pendukung.

Subsistem  Pelayanan  Informasi  Penanaman  Madal
scbagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a, menyediakan
jenis informasi, antara lain-

a. Informasi tanpa batasan hak akses:

b. Informyasi berdasar batasan hak akses

Subsistem  Pelayanan  Perizinan  dan  Nonperizinan
Penapaman Modsl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdin dun ssstem elektronik, antara lain:

a. pelayanan  pen@nan dan  nenperiginan  di bidang
penanaman modal

b. pelayanan pembatalan serta pencabutan perizinan:

. pelayanan penvampaian LKPM;

d. integras) data antara SPIPISE dan sistem pada instansi
teknis dan/atau nstansi terkait dengan penanaman
modal;

c. penelusuran  proscs  penerbitan periginan dan
nonperizinan  oi  bidang  penanaman  modal  [(Online
Tracking System);

- jerak audit (cudst tratdl).

4]

{#) Subsistem...
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Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ terdiri dari sistem elektronik, antara lain:

a. pengaluran penggunaan jaringan elektronik;

b. pengelolaan keamanan sistem clektronik dan jaringan
elektromk;

c. pengelolaan informasi yang ditampilkan dalam SPIPISE:

d. pengaduan  terhadap masalah dalam  penggunaan
SPIPISE;

e. pelaporan perkembangan penanaman modal;

[. penyediaan panduan penggunaan SPIPISE;

Fazal 5

SPIPISE dibangun dalam bentulc:

a.sistem clektronik  terpusat  untuk  penvelenpparaan
pelayanan  perizinan  dan  nonperizinan  di  bidang
penanaman modal;

b integrasi data dengan instansi reknis yvang memiliki sistem
clektronik yang memenuhi  persyaratan  kelayakan
transaksi elekironik;

c. lasilitas penyimpanan data atau pengisian  dokumen
clekironik  perizinan  dan  nonperizinan  di  bidang
penanaman modal yang telah disahkan.

Persyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah:

a. mengikut. ketentuan  peraturan perundang-undangan
mengenal informasi dan transaksi elektronik;

b.menyediakan sistem  elektronik  antarmuka  (interfoce)
sesual dengan spesifikasi yang disepakati antara Pusdatin
BEFM dan inslansi yvang bersangkuten;

c. menyediakan data  dan  jarngan  elektromk  vang
leramankan.

Pasal G
Server SPIPISE ditempatkan di wilayah Negarn Kesatuan
Republik Indonesia
SPIPISE dapat diakses melslui Portal BKPM.

Portal BEPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
piranti lunak berbasis situs (website] yang merupakan
perbang  nformast  dan  pelayanan  perizinan dan
nonperizinan di bidang peoanaman modal.

BAB IV...
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BAB IV
HAK AKSES

Paszal 7

SPIPISE dapat diakses oleh pengguna layanan tanpa atau
deéngan mengpunakan hak akses.

Pelayanan yang menggunakan hak akses sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) yaitu:

a. perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal;

b. permohonan pencabutan dan pembatalan perizinan dan
nonperizinan di bidang penanaman modal:

€. penyampaian LKPM:

d. pemantauan  proses  penerbitan  perizinan  dan
nonperizinan di bidang penanaman moclal;

¢. nformasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)
huruf b.

Pa=al 8

Untuk mendapatkan hak akses SPIPISE, pengguna layanan
mengajukan  permohonan ke Pusdatin BKPM  secara
elektronik melalui Porial BKPM.

Pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan  Penanam  Meadal vang akan mengajukan
permohonan  perizinan  dan  nonperizinan  di bidang
penunaman modal melalui Portal BKPM.

Permohonian sebagaimana dimaksud pada ayat {1] dapat
dinjukan dengan mengisi formulir secara elektronik melalui
Portal BKPM.

Permohonan sebapmimana dimaksud poada ayat (1) harus
dilengkapi dokumen persyaratan berupa tands pengenal
pemohon berupa KTP/ paspor vang masih berlaku,

Pemberian halk akses diterbitkan selambat-lambatnya 1
(satu] hari kerja-setelah permohonan hak akses diterima.

Pemilik hak akses dapat mengganti kode akses sesuai
prosedur yang ada di dalam tata cara pengajuan hak akses,

Dalam hal Penanam Modal yvang sudah terdaftar di SPIPISE
belum memiliki hak akses, Penanam Modal haros
mengajukan formulir permohonan hak akses pengpunaan
SPIPISE BKPM secara elektronik kepada Pusdatin dengan
melampirkan:

a. Fotokopi tanda pengenal pemohon berupa KTP) paspor;

b. bukti...
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b. bukti sebagai pimpinan perusshaan atau badan usazha
atau koperasi, seperti;

1} Folokopi akta atau akta terakhir yang mencantumkan
susunan direks) badan usaha yang dilengkapi dengan
pengesahan atau persetujuan oleh departemen yang
membidangi masalah hukum;

2) Fotokopi tanda daftar di Pengadilan bagi badan usaha
tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan; atau

3] Fotokopi  pengesahan akte pendirian koperasi darn
kementerian/dinas yang membidangi koperasi,

c. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimiliki

Penanam Modal,

Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat {7] tercantum dalam Lampiran L

9} Dalam hal Penanam Modal schagaimana dimaksud pada

ayat [7) tidak dapait mengmjukan langsung hak akses ke
Pusdatin BKPM, penanam modal dapat menunjulk pihak lain
dengan memberikan surat kuasa asli bermeterai cukup yang
dilengkapi identitas diri yang jelas dan penerima kuasa.

(10) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

tercantum dalam Lampiran 11,

(11} Bentuk persetujuan pemberian hak akses sebagaimana

dimaksud padaayat (5) tercantum dalam Lampiran 111

(12} Dalam hal permohonan hak akses digjukan oleh pihak lain

(1]

schapgai kusasa, hak akses harus dizserahkan kepada
Penanam Modal sebagan pemihk hak akses.

Pasal 9

Penyelengpara PTSP dapat mengajukan secara tertulis hak
pkses penpgpunaan SPIPISE kepada Pusdatin BKPM dengan
mengisi  permohonan sehagaimana tercantum pada
Lampiran 1V,

Atas  permohonan  penggunaan  SPIPISE  sebagaimana
chmaksud pada avat (1], Pusdatin BKPM melakukan evahiasi
terhadap  pelimpshan  kewenangan  serta  kelkutsertaan
dalam pelathan PTSP dan SPIPISE,

Atas hasil evaluas sebagaimana dimaksud pada avat [2),
Pusdatin BKPM menerbitkan atau menolak surat penetapan
penppunaan SPIPISE.

Penerbitan  Sural Penctapan Penppunasan SPIPISE atau
Surat  Penolakan Penggunasn SPIPISE scbapgaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lamgpiran V.

[5) Penyelenpggara. .
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Penyelenggara PTSP dapat mengajukan secara tertulis
perubahan atau pengalihan hak akses penggunann SPIPISE
kepada Pusdatin BKPM dengan mengisi permohonan

sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.

Pasal 10

Pemilik hak akscs schagaimana dimaksud dalam Pasal B dan
Pasal 9, wajib menjaga keamanan hak akses dan
kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.

Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses
oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

BAB V
SUBSISTEM PELAYANAN INFORMASI
PENANAMAN MODAL

Paszal 11

Subsistem Pelayanan  Informasi  Penanaman  Modal
menyediakan informasi yang terkail dengan Penanaman
Modal.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, meliputi:
a. Informasi tanpa batasan hak akses, antara lamn;
1) pandusn penanaman modal;
2) direkton PTSP di bidang Penanaman Modal:;
3} data realisasi penanaman modal yang disediakan
untuk publilc;

4} potensi dan peluang Penanaman Modal melalul Sistem
Informast Potenst Investas) Dacrah (SIPID);

3 pems, persyaratan teknis, mekanisme penclusuran
posisi dokumen pada sebiap proses, biava, dan wakiu
pelayanan;,

1] tata cara layanan pengaduan Penanaman Modal;

¥] peratoron perundang-andangan di Bidang Penanamon
Modal;

8) pelayanan informasi publik kepada masyarakat;

9] data referensi yvang digunakan dalam  pelayanan
penzinan dan nonperizinan di bidang penanamon
mrdal;

10) penyelenppartan pendidikan dar pelatihan
Penanaman Madal;

I'l) selurash informasi yang bersifal publik dan berkaitan
sccara iangsung maupun tidak langsung dengan
Penanaman Modal vang dikelola oleh BKPM.

b. Informpsi..
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b. Informasi berdasarkan batasan hak akses, meliputi
Informast mengenal Penanam Modal, berupa informasi
atas semua dokumen elektronik, jejak audit, dan siatus
kegiatan Penanam Modal.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
hanya diberikan kepada Penyelenggara PTSP,

Pasal 12

BKPM bersama dengan Kementerian/Lembaga, BPMPTSP
Provinsi, BPMPTSP Kabupaten / Kota:

b,

menyediakan antarmuka  sistem  (interfoee} terkait
penanaman modal; '

menjaga kebenaran, keamanan, kerahasiaan, keterkinian,
akurasi, serta keutuhan data dan informasi;

ménetapkan standar data dan  informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat [1).

BAR V1

SUBSISTEM PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

(n

Lt

(1)

PENAMAMAN MODAL

Bagtan Kesatu
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Di Bidang Penanamuan Modal

Pasal 13

Penyelenggaras PTSP harus mengsunakan SPIPISE dalam
melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang
penanaman moadal

Penyelenggara PTSP dalam melakuken pelayanan perizinan

dan nonperiginan Ponanaman Model haruas:
a. mengoperasikan  SPIPISE berdasarkan  panduan
pPEngEUnNEan;,

b. menjaga kerabasizan data dan informasi penanam modal
dalam SPIPISE

Pasal 14

Penyelenggars FTSP menenma permohonan  pelayanman
perizman dan nonperizinan di bidang penanaman modal
melalui SPIFISE.

[2) Penyelenggara. .
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#

(1]

{3}

i)

(5)
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(7

(8

(2)
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Penyelenggara PTSP akan menyampaikan pemberitahuan
perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal
yang telah disetujui secara elektronik ke alamat surat
elektronik {e-mail) Penanam Modal.

Atas pemberitahuan scbapaimana dimaksud pada ayat (2},
Penanam Modal dapat mencetak perizinan dan nonperizinan
sesual yang dimohonkan.

Dalam hal ketentuan pada ayat (3) tidak dapat
chlaksanakan, dekumen perizinan dan nonperiginan vang
telah disetujur dapat diambil oleh Penanam Modal atan
penerima kuasa dengan menunjukkan tanda terima ke

Penyelenggara PTSP.

Pazal 15

Penanam Modal mengajukan permohonan perizinan dan
nonperzanan o) hdang penanarnan modal melalui SPIPISE
dilengkapl dengan dokumen pendukung secara elektronilk.

Dalam hal permohonan sebagaimana diatur avat {1) telah
lengkap dan benar, Penanam Modal dapat mencetak tanda
tenima melalui akun penggpuna  (user accounl] masing-
masing.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] belum dinyatakan lengkap dan benar, Penanam Modal
dan  Penyclenggara PTSP dapat berkomuriikasi sccara
elektronik di Portal BKPM,

Dokumen pendukung hanss diunggah secara berkelanjutan
ke dalam folder perusahaan di SPIPISE

Penanam Modal berfanggung jawab atas kebenaran data dan
keabsahan permohonan periginan dan nonperiginan  di
bidang penanaman  modal yang  disampaikan  melabui
SPIPISE.

Penanam Modal dopat memantan proses penerbitan produk
periginan dan nonperizingn di bidang penanatien modal
vang dimohonkan melalui Sistem Penelusuran Dalam
Jarmgan {Orndie Tracking System)

Kelengkapan  dokumen  permohonan  melalui  SPIPISE
mengacy  pada Peraturan Kepala Badan  Koordinasi
Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata  Ciara
Permohonan  Periminan  dan  Nonrerizinan DI Bidang
Penanaman Modal,

Produk perizinan dan nonpenzinan
moadal dinyatakan sah setelah ditan
yang berwenang.

Penpmoran produk perizinan dan
penanaman  modal dilakukan ses

Kepala BKPM tentang Pedoman dan
Nonperizinan Penanaman Modal,
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(10) Produk perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman
modal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dicetak
melalui akun pengguna (user account) Penanam Modal
berdasarkan pemberitahuan  oleh  penyelenggara  PTSP
melalui surat elektronik (e-mail) Penanam Modal.

{11) Dalam hal permohonan perizinan dan nonperizinan tidak
dilengkapi oleh Penanam Modal, Penyelenggara PTSP dapat
menolak pemberian perizinen  dan nonperizinan dalam
waktu 3 (tuga) hari kerja terhitung sejak permohonan
diterima.

{12) Pemberitahuan  penolakan  proses perizinan  dan
nonperizinan disampaikan melalui surat elektronik (e-nail)
Penanam Maodal,

Bagian Kedua
Pelayanan Permohonan Pembatalan,
Pencabutan Perizinan Pepnanaman Modal
dan Penyampaian LKPM

Pazal 16

{1} Penanam Modal dapat menyampaikan:
a. permohonan pembatalan sertas  pencabutan perizinan
penanaman modal;

b, LKFM,

secara elektronik melalui SPIPISE kepada Penyelengpara
FTSP, dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modai,

(#] Penanam Modal dapat mencetak tanda terima penyarnpainn
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) di alamat surst
clektronik (e-mead) Pensanam Modal

Pagsal 17

(1} Permohonan pembatalan  ataw  pencabutan  perizinan
Penemaman Modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1&
ayat (1) huruf a, Penanam Modal harus IMEnyampalkan
dokumen kelengkapan data  secaras elektronik YL
ketentuannya  diatur  dalam  Peraturan Kepala  Badan
Koordinasi Penanaman Medal tentang Pedoman dan Tala
Cara Pengendalian Pelaksansan Penanaman Modal.

{2} Dalam hal dokumen kelengkapan data yang disampaikan
Penanam Modal belum lengkap dan/atau  benar,
Penyelenggara PTSP akan mengirimkan pemberitahuan
perbaikan kepada Penanam Modal.

Pasal 18...
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Pa=al 18

LKPM yang telah diisi dengan lengkap dan  benar
disampaikan oleh Penanam Modal secara elektronik,

(2) SPIPISE akan mengirimkan tanda terima LEKPM secara

(3)

(4)

(1)

(<)

(3]

nl

(=]

otomatis kepada Penanam Modal.

Dalam hal data isian LKPM yang disampaikan Penanam
Modal belum lengkap dan/atau benar, Penyelenggara PTSP
akan mengirimkan pemberitahuan perbaikan LKPM kepada
Penanam Modal.

Dalam hal penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat dilakukan secara elektronik, LEPM
dapat disampaikan secara manual oleh Penanam Maodal
kepada Penyelenggara PTSP untuk selanjutnya dimasulkdkan
ke dalam SPIFISE.

Baman Ketiga
Jejak Atadit

Paszal 19

SPIPFISE menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan
dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang
Penanamean miodal.

Apabila sistem instansi teknis terintegrasi déngan SPIPISE,
sistemn tersebul memiliki jejak audit atas seluruh proses
sistemn  elektronik  dalam  pelayanan  perizinan  dan
nanpenzinan di bidang penanaman modal,

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayvat {2)
dilaksanakan sesuai  dengan  peraturan perundang-
undangan.

Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) digunakan untuk:

a. mengetabui dan menguji kebenaran proses transaksi
elekironik melalui SPIFISE,

b.dasar penelusuran  kebenaran  dalam  hal  terjadi
perbodnan  data dan informasl  antar  pemangku
kepentingan SPIPISE:

. dasar  penelusuran kebenaran  dalam hal terjadi
perbedaan antara dokumen cetak dan data  yang
tersimpen dalam SPIFISE,

Dalam hal terjadi perbedasn sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] hurul b dan o, data dan informasi yang tersimpan
dalsm SPIPISE merupakan data dan inlormasi yang
dianggap benar,

T4

BAR VII...
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BAB VIl
PENANGGUNG JAWAR SPIPISE

Pasal 20
Penangpung jawab SPIPISE terdiri dari:

a. Penanggung jawab Subsistem Pelayanan  Informasi
Penanaman Modal;

b. Penanggung jawab Subsistem Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman Modal:

<. Penanggung jawab Subsistem Pendukung,

Penanggung jawab Subsistem Pelayanan Informasi
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu:

a, Direktur Pameran dan Sarana Promosi BKPM untuk
informasi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2
huruf a angka 1), angka 2), angka 3), angka 6), angka 7},
angka 8] dan angka 11);

b. Direktur Pengembangan Potensi Daerah BKPM untuk
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2]
hurul a anghka 4);

c. hepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM untuk
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2}
huruf a angka 10);

d. Kepala Pusdatin BKPM untuk informasi schagaimana
dimaks=ud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 5), angks
9] dan Pasal 11 avat {2] huraf b.

Penanggung jawab Subsistem Pelayanan Petizinan dan
Nonperizinan Penanaman Modal dan Subsistem Pendukung
yaitu Kepala Pasdatin BKPM.

Koordinator penanggung jawab  Subsistem Pelayanan
Informas: Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] hural a, huruf b dan bural ¢, yaity Kepala Pusdatin
BKPM.

Prasal 2]

Pusdatin BKPM bertangoung jawab untuk
2. membangun, mengembangkan dan mengelola SPIFISE
dan pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

b. melakukan koordinasi dengar Penvelengoara PTSP
dakim mengembangkan SPIPISE:

t. menyediakan panduan  penggunaan  setiap  sistem
clektromk perizinan dan nonperizinan di bidang
penanaman modal dalam SPIPISE;

d. menjamin kesinambungan operasi SPIPISE;

£, menjamin...
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meénjamin ketersedisan layanan SPIPISE;

menjaga keamanan SPIPISE;

menjaga kinerja dan ketersediaan pusat data SPIPISE;
melakukan pemantauan dan evaluasi SPIPISE;

1. memelihara pusat data, piranti keras dan piranti lunak
SPIFISE;

j- menyediakan layanan Service Desk,

F®m ™0

Pas=al 22

Pusdatin BKPM melakukan pemantavan dan evaluasi kegiatan

penggunaan SPIPISE secara berkala dan berkelanjutan, yang

meliputi:

a. operasionalisasi SPIPISE;

b. jaringan, piranti keras dan piranti lunak sebagai Bagian dard
teknologi informasi pendukung SPIPISE;

c. wvahditas dan integritas data penanaman modal;
d. informasi dalam SPIPISE

Pasal 23

(1} Pusdatin BEKPM menjamin keamanan lalu-lintas integrasi
data dalam SPIPISE melahy;
a. kontrol akses [access control), suatu  sistem  yang
memungkinkan  Pusdatin BKPM  mengontrel  akses
terhadap fasilitas fisik dan sistemn mformosi;

b. kebenaran fauthentication), kemampuan setiap pthak yang
terlibat dalam trensakst untuk menguli kebenaran dari

pihak lainnva;

o. kerahasiaan foorfidentiofity),  perlindungan  terhadop
data/ informast terhadnp kegiatan akses oleh pihak vang
tidale berwenang;

d. kealuratan jintegrty), perlindunigan terhadap kedkurstan
serta keutuban, batk untuk data/informast maupun
perangkatb lunal;

c. non-repudiation, sistem dapat memastikan  kebenaran
pengirim dan penertmia sehingga tdak ada pthak vang
dapat menyangkal.

(2} Untuk memberikan jaiminan keamanan lalu-lintas integrasi
data dalam SPIPISE scbagaimana dimaksud pada ayat [1),
Pusdatin BEPM menerapkan mekanisme enkripsi.

(2} Gangguan...
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(3) Gangguan terhadap keamanan lalu-lintas integrasi data

(1

{2

(3)

(h

(2

antar nstans dengan SPIPISE menjadi tanggung jawab
Masing-masing instansi.

BAB VI
SERVICE DESK DAN
DISASTER RECOVERY CENTER (DRC)

Bagian Kesatu
Service Desk

Pasal 24

Penyelengsara PTSP  dapat  menvampaikan pengaduan
terhadap kendala, hambatan, dan masalah dalam
pengEunaan aplikasi SPIPISE.

Pengadusn sebagaimana dimaksud ayat (1) dikirim kepada
Service Desk yang dikelola oleh Pusdatin BKPM.

Layanan Service Desk sebapaimana dimaksud pada ayat 2},
harus memberikan tanggapan selambat-lambatoya dalam 2
{dua) han kerja sejak pengaduan diterima,

Bagian Kedua
[hsaster Recovery Center (DRC)

Pasal 25

Pusdatin BKPM menyediakan mekanisme pembuatan salinan
data dari database {backup data) dan aplikasi SPIFISE
berupa Disaster Kecovery Center (DRC)

DRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sunty
fasilitas yong dipunakan untuk memulihkan kembali data
atau informasi serta fungs)-fungsi penting sistem elektronik
yang tergangpu alau rusak alobat terjadinga bencana yang
discbabkan oleh alam atay manusia

BAR IX
PENGEMBANGAN SPIPISE

Pasal 26

Pengembangan SPIFISE dapat dilakukan apabila terjadi;

:

penyempurnaan fungsi sistem elektronik:

b. penambahan,,.



b.

1]

(<)

(3

(4]

[}

0 |+

penambahan alau penyederhanaan jenis perizinan dan
nonperizinan di bidang penanaman moedal.

BAB X
PEMBIAYAAN SPIPISE

Pasal 27

Pembiayaan SPIPISE yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Negara BKPM meliputi pembangunan,
pengembangan dan pengelolaan SPIPISE yang terdin dari:

a. perangkat  keras dan perangkat pendukung unmuk
pengolshan  data, jaringan, dan keterhubungan/
interkoneksi SPIPISE;

b, perangkat lunak yang meliputi:
1} Subsistem Informasi Penanaman Modal;
2] Subsistemn  Pelayanan' Periginan dan  MNonperizinan
Penanaman Modal;
3) Subsistem Pendukung.

Subsislem  Pelayanan  Perizinan  dan  Nonperizinan
Penanaman Meodal schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2) termasuk integrasi data dari BKPM ke
Kemnenterian teknis/ LPNK.

Pembiayaan SPIPISE yang dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Belanja Negara instansi teknis meliputi:

a.jaringan  dan keterhubungan  dari kementerian
teknis {LPNK, ke BKPM;

b perangkat  keras dan  perangkat pendukung  untok
pengolabon data, JAnngEn, dan
keterhubungan / interkoneksi SPIFISE,

Pembliaynan SPIPISE yang dibebankan pada Anpgaran

Pendapatan Belanjs Daerah pemerintah provinsi melipur

a. janngan dan kelerhubungan dari BPMPTSP Provinsi ke
BKPM

b, perangkat  keras dan  perangkat pendulung  untuk
pengolahan data, jnringan, clan
keterhubungan finterkoneksi SPIPISE.

Pembinyaan SPIMIBE yang dibebankan pada Anpearan

Pendapatan Belanja Daerall pemerintah kabiupiten fkota

meliputi:

a, jaringan dan keterhubungan dari BEMPTSP
Kabupaten/Kota ke BKPM;

b. perangkat kerns dan perangkat pendukung untul
pengolahan data, laringan, dan
keterhubungan f interkoneksi SPIFISE,

{6} Pembisyaan...
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(6} Pembiayaan jaringan dan keterhubungan dari KPBPB atau

(1)

KEK ke BKPM, serta perangkat keras dan perangkat
pendukung  untuk pengolshan data, jaringan dan
keterhubungan /interkoneksi  SPIPISE, dibebankan pada
anggaran yang diatur dalam peraturan tentang KPBPB dan
KEK.

BAB XI
KEADAAN KAHAR

Pasal 28

Dialam hal SPIPISE tidak dapat berfungsi karena keadaan
kahar {force majeur), pelayanan perizinan dan nonperizinan
di bidang penanaman modal dilaksanakan secars manual,

(2] Keadaan kahar ditelapkan olch:

a. Kepala BEPM, dalam hal SPIPISE tidak dapat beroperasi
dalam skala nasional;

b Gubernur, dalam hal SPIPISE tidak dapat beroperasi
dalem skala Provinsi;

¢. Bupati/Walikota, dalam hal SPIPISE tdak dapat
beroperasi dalam skala Kabupaten /Kota

4} Penetapan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat
(€} huruf b dan huruf ¢, harus dilaporkan kepads Kepala
BEPM.

{5) Setelah berakhirnya keadaan kahar, atas data dan informasi
penanaman modal yang diproses dalam keadaan darurat,
Pusdatin BKPM bertangpung jawab memasukan ke dalam
SPFIPISE.

HAR K11
FENUTLIP
Pasal 29

Dengan berlakunys peraturnn ini, Persturan Kepals Badan

Koordinas: Penanaman Modol Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Sistem Pelayanan Informasl dan Perizinan Investasi Secura

Elektromk dicabul dan dinvatakan tidok berlaku.

Pazal 20

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangken,

Agar..,
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memermtahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tangegal 13 Oktober 2014
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,
ted.

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASE MANLISIA
REPUBLIK INDONESIA,
tid.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1617

Balinan sesual dengan astinya

Sekretariat Utama BEPM

Kepala Biro Peraturan Perundasng-undangan,
Hubungan Masyasakat, dan Tata Usaha Pimpinan

A flm_.

Aricsta §. Puspasari
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LAMPIRAN JUDUL HALAMAN

Lampiran [

-I..mtlp:iran 1t

Formulir Permohonan Hak Akses - 1-4
a. Behasa Indonesia
b. Bahasa Inggris

Lampiran 11 Surat Kuasa ; I =5

a. Bahasi [ndonesin
b. Bahasa Inggris

T‘&:':f.éti.?er.n.n Hak Alses Layanan =1
SPIPISE

Lampiran 1V

Permohonan Pengsunaan SPIFISE oleh T=a
Penyelenggara PTSP atau  instans
teknis

Lampiran V

Surat Penetapan Pengpunaan SPIFISE =2

kepada  Penyelenpgara  PTSP atau

mstans: teknia;

A, Sural  Penetapan  Pengpunaan
SPIPISE

b. Surat Penolakan Penetapan
Pengsunaan SPIFISE
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KEPALA,
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